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EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses eksekusi jaminan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap debitur 
yang terlambat melakukan pembayaran. Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, 
kemudian dianalis dengan metode analis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ini dimenangkan oleh 
tergugat adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan 
berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dan 
menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan dalam penyelesaian 
wanprestasi ini tidak langsung dengan cara mengeksekusi obyek jaminan fidusia, 
tetapi terlebih dahulu dilakukan cara-cara persuasif yang bertujuan mengingatkan 
debitur bahwa debitur tersebut sudah harus membayar angsuran dikarenakan 
sudah memasuki tanggal jatuh tempo 
 





This study aims to determine the execution process guarantees under Act No. 42 
of 1999 concerning fiduciary to a debtor fails to pay. The method used in this 
research is a normative method, the type of research is descriptive research. The 
data source consists of primary data and secondary data. Data were collected 
through library research and interviews, then analyzed by methods of qualitative 
analysts. The results showed consideration of judges in deciding matters in this 
case won by the defendant was based on the facts contained in the trial and based 
on laws pertaining to these problems, and upheld the ruling of lower courts and in 
the settlement of defaulting indirect manner execute a fiduciary guarantee object, 
but first made persuasive ways that aims to remind the debtor that the debtor must 
pay the installments due've already entered the maturity date.  
 









Fasilitas kredit umumnya diberikan oleh lembaga keuangan. Lembaga 
keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan 
jasa keuangan bagi nasabahnya. Pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi 
keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah 
termasuk perbankan/building society (sejenis koperasi di Inggris), Credit Union, 
pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, 
dan bisnis serupa lainnya.
1
 Lembaga keuangan ini dapat diklasifikasikan menjadi 
2 (dua) jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank 
(asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain). 
Lembaga-lembaga keuangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
pemberian kredit yang ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk 
usahanya. 
Suatu perjanjian pembiayaan konsumen tidak selalu dapat berjalan lancar. 
Yang biasanya terjadi adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari konsumen 
kepada pihak perusahaan pembiayaan, atau sering disebut wanprestasi. Oleh 
karena itulah, perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh perusahaan 
pembiayaan selalu mengikutkan adanya jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan 
agar apabila terjadi masalah, misalnya wanprestasi, eksekusinya dapat dengan 
mudah dilakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29
2
, yang mengatur 
tentang eksekusi jaminan fidusia. Namun, meskipun Pasal 29 tersebut sudah 
mengatur demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan aturan secara terperinci 
dan tegas bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi yang harus ditempuh oleh 
kreditur dan juga sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut 
menjadi sangat riskan bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen 
tersebut,
3
 yang memberitakan bahwa telah terjadi gugatan oleh debitur kepada 
kreditur sebagai pihak pembiayaan konsumen, dalam kasus posisi sebagai berikut: 
Repni Meidiansyah adalah seorang debitur yang melayangkan gugatan terhadap 
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PT. Adira Finance Finance selaku kreditur pembiayaan konsumen. Menuding 
perusahaan pembiayaan itu melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, ia 
meminta agar kendaraan yang disita oleh PT. Adira Finance dikembalikan dan 
semua tuntutan yang oleh PT. Adira Finance batal demi hukum.  
Menurut Bambang, setidaknya ada tiga alasan yang membuat kliennya 
menggugat. Pertama, perjanjian kedua pihak ternyata tidak dikuatkan akta notaris. 
Kedua, perjanjian dan atau benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan 
ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM. 
Ketiga, penarikan mobil dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. 
Berdasarkan ketiga alasan itu, Repni menduga PT. Adira Finance melanggar 
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan masalah sebagai 
berikut: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam eksekusi jaminan 
fidusia terkait Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK?,  
(2) Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen oleh PT. Adira Finance Finance? 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tujuan Obyektif, 
meliputi (a) Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam eksekusi jaminan 
fidusia terkait Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK, dan  
(b) Mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen oleh PT. Adira Finance, sedangkan tujuan subyektif, 
meliputi: (a) Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (b) Untuk menambah 
wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam 
teori dan praktek, khususnya Hukum Acara, dan (c) Untuk menerapkan konsep-
konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh penulis dalam mendukung 
penulisan hukum ini. 
Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 
dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 
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dari penulisan hukum ini antara lain: (1) Manfaat Teoritis, yaitu  
(a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya kaitannya dengan penyitaan 
jaminan dalam kredit macet/bermasalah, (b) Sebagai bahan masukan untuk 
pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang hukum. Sedangkan (2) Manfaat 
Praktis meliputi: (a) Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 
penulis terliti, (b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain 
mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis. 
 
2. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif (terapan). Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Sumber 
bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Analisis 
bahan hukum yang digunakan yaitu silogisme deduktif maksudnya analisis dengan 
menggunakan premis mayor berdasarkan undang-undang (hukum positif) 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait 
Putusan Pengadilan Negeri No. 09/ Pdt./ 2014/ PT.TK. 
Berdasarkan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum 
mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun 
tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 
menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di 
dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. 
Disimpulkan bahwa tujuan utama dari suatu negara membentuk dan 
menetapkan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 
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menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga dengan demikian akan 
memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan 
ataupun tindakan-tindakan dari pihak lain yang berusaha merebut hak yang 
dimiliki masyarakat tersebut. 
Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum 
bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum 
yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum 
suat keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, 
perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan 
untuk menyelesaikan sengketa. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah: ”Pengalihan hak kepemilikan suatu 
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Yang 
diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak 
kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, 
dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan 
pemberi fidusia.  
Selanjutnya, dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan 
hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori 
perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif biasanya 
merupakan perlindungan hukum yang paling efektif bagi rakyat untuk 
memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya dari pihak yang tidak memiliki 
itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di antara mereka. 
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip 
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 
bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. 
Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan 
bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya 
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secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak 
serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.  
Berdasarkan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philipus M. 
Hadjon dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah mengunakan perlindungan 
hukum yang represif dengan melalui Peradilan Umum, sehingga dapat tercapainya 
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 
bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang 
terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan piutang, 
peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Akan tetapi setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan 
fidusia diberikan pengertian yang lebih luas. Objek jaminan fidusia dibagi 
menjadi 2 macam, yaitu: “(a) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang 
tidak berwujud; dan; (b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak 
dibebani hak tanggungan”. 5 
Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima 
fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda 
yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang 




Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 
dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap 
pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan: 
Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam 
Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan 
salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH 
Perdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUF 
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No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk 
didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUF, yang menyatakan 
bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.  
Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan Sertipikat 
Jaminan Fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah dalam 
pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, 
pelaksanaan titel eksekutorial dari sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam 
Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan 
dengan cara: (a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;  
(b) Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia 
sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari 
hasil penjualan; (c) Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan 
antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
7
  
Perkara yang berkenaan dengan jaminan fidusia No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK 
dengan disposisi perkara yaitu: Penggugat: Nama Repni Mediansyah, Alamat 
Jalan Imam Bonjol Gang Laksana No. 7 Kelurahan Segala Mider Kecamatan 
Tanjung Karang Barat bandar Lampung, sedangkan Tergugat adalah: Nama: PT. 
Adira Finance diwakili oleh Yudha Sulistyo sebagai Kepala Cabang PT. Adira 
Dinamika Multi Finance Cabang Lampung 2. 
Pembanding-semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke pihak 
Terbanding-semula Tergugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang 
dengan Register perkara Nomor:101/ Pdt.G/2013/PN.TK. tanggal 23 Agustus 
2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa Penggugat 
adalah Konsumen dari PT. Adira Finance, yang beralamat di Jalan Pangeran 
Antasari nomor 107 b-c Kota Bandar Lampung, yang di mana Penggugat 
melakukan perjanjian pembiayaan konsumen 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu 
Xenia Xi Family BE-2411-YD Tahun 2011, Nomor Rangka: 
MHKV1BA2BK116082, Nomor Mesin: DJ40821, STNK dan BPKB atas Nama 
Repni Meidiansyah dengan menunjukan etika baik telah menggangsur sebesar  





Rp. 4.359.000,- selama 13 bulan atau setara dengan Rp. 56.667.000,-  (lima puluh 
enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) dan Uang Muka kendaraan 
Sebesar Rp. 35.000.000,- dengan jaminan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan 
Bermotor) Kepada PT.Adira Finance, beralamat Jalan Pangeran Antasari nomor 
107 b-c Kota Bandar Lampung, pada angsuran ke-14 Penggugat mengalami 
kendala ekonomi sehinggaterjadi keterlambatan angsuran. 
Selanjutnya, dalam memutuskan perkara sebagaimana diatas maka 
pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut: 
 Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah 
memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-
alasan yang menjadi dasar putusannya  karenanya pertimbangan tersebut diambil 
alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus 
perkara ini di tingkat banding  
Kedua, semula Penggugat yang pada pokoknya seperti telah dikutip diatas, 
ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah 
merupakan pengulangan dan apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksa 
persidangan Majelis Hakim tingkat pertama yang kesemuanya telah 
dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama. 
Ketiga, oleh karena pihak Pembanding-semula Penggugat tetap berada di 
pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua 
tingkat Pengadilan.  
Keempat, mengingat Pasal 142 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), Pasal 199 – pa 
205 R.Bg., ketentuan Titel VII RV., dan pasal-pasal lain dari Undang Undang 
yang bersangkutan. 
3.2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan 
Konsumen Oleh PT. Adira  
Perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian fidusia mengikat 
konsumen sebagai debitur dan PT. Adira Finance mengikat kedua belah pihak 
secara hukum. Bersamaan dengan terjadinya atau ditandatanganinya perjanjian 
pembiayaan oleh konsumen selaku debitur dan PT. Federal International Finance 
sebagai kreditur. Eksekusi sepeda motor yang menjadi obyek pembiayaan dan 
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juga merupakan obyek jaminan fidusia pada dasarnya tidak terlepas dari masalah 
wanprestasi. Dalam suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua 
belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah 
diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan 
dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah 
diperjanjikan. Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa 
yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis, meskipun perjanjian 
pembiayaan yang dilakukan PT. Federal International Finance menggunakan 
pembebanan jaminan fidusia terhadap obyek pembiayaannya, tetapi obyek 
pembiayaan yang telah dibebankan jaminan fidusia itu tidak semuanya 
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi 
tersebut tidak dengan cara langsung melakukan eksekusi terhadap obyek 
pembiayaannya. PT. Adira Finance terlebih dahulu melakukan penagihan yaitu 
dengan melalui desk call, somasi I, somasi II, dan surat peringatan. Apabila 
debitur yang telah diberi surat peringatan tidak juga membayar angsurannya, 
maka baru bisa dilakukan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan oleh Eksekutor dari 
PT. Adira Finance dilakukan dengan cara melakukan penyitaan terhadap 
kendaraan bermotor dengan disertai dokumen-dokumen seperti Perjanjian 
Pembiayaan dan Akta Jaminan Fidusia yang diperkuat dengan Surat Kuasa 
Penarikan, Kartu Account Receivable, dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan 
sebagai dasar dalam melakukan penyitaan tersebut.
8
 
Tindakan eksekusi tanpa disertai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia 
tersebut juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 
sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat 
digugat ganti kerugian. Dalam eksekusi jaminan fidusia ini, setelah dilakukan sita 
eksekusi menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan 
meminta penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya dilakukan 
penjualan/pelelangan oleh KPKNL. KPKNL hanya akan melaksanakan lelang 
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apabila ada penetapan lelang dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, untuk 
jaminan fidusia sudah ditentukan sendiri dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia 
bahwa pelelangan dilakukan atas kekuasaan kreditur sendiri. Maksudnya adalah 
pelelangan tersebut tidak lagi memerlukan penetapan lelang dari Ketua 
Pengadilan Negeri. 
Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, maka penulis dapat 
menarik pengertian bahwa pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang 
dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen belum tepat meskipun 
berpedoman pada asas pacta sun servanda karena pelaksanaan eksekusi langsung 
tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Fidusia yang disamping mengharuskan dibuatnya akta fidusia secara 
notariil juga mengharuskan pendaftaran ke kantor fidusia untuk memperoleh 






Pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ini 
dimenangkan oleh tergugat adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam 
persidangan dan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan 
permasalahan tersebut, dan menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah. 
Kedua, eksekusi benda sebagai obyek jaminan fidusia di PT. Adira Finance 
dilakukan apabila debitur wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi ini tidak 
langsung dengan cara mengeksekusi obyek jaminan fidusia, tetapi terlebih dahulu 
dilakukan cara-cara persuasif yang bertujuan mengingatkan debitur bahwa debitur 
tersebut sudah harus membayar angsuran dikarenakan sudah memasuki tanggal 
jatuh tempo. Cara-cara persuasif tersebut dilakukan melalui desk call, somasi I, 
somasi II, dan surat peringatan. Apabila debitur yang telah dikirimkan surat 
peringatan tidak juga membayar angsurannya, maka baru dilakukan eksekusi 
terhadap obyek jaminan fidusia. 
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Pertama, kepada pihak perusahaan pembiayaan selaku kreditur, sebaiknya 
menambah pemahaman lagi mengenai pembebanan jaminan fidusia terhadap 
obyek pembiayaan, sehingga dapat menerapkan ketentuan yang tercantum dalam 
undang-undang secara penuh hingga maksud dan tujuan pembebanan fidusia itu 
mendapat perlindungan hukum yang optimal.  
Kedua, kepada para pihak, meskipun pelaksanaan ketentuan dalam 
Undang-undang Fidusia itu dikhawatirkan kurang efektif dan efisien dalam 
pelaksanaanya namun demi memberikan kepastian hukum yang akan memberikan 
perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait hendaknya tetap dipatuhi dan 
dilaksanakan. 
Ketiga, kepada Pengadilan Negeri, diharapkan adanya peraturan pelaksana 
tentang pengaturan pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia karena didapati 
masih adanya kesimpangsiuran mengenai pengaturannya apakah pelaksanaan 
eksekusi itu bisa dilakukan secara langsung oleh penerima fidusia atau harus 




Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas 
doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kakak dan adikku tersayang 
atas dukungan, doa dan semangatnya. Seorang wanita yang kusayangi, 
terimakasih atas do’a, dorangan  dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas 
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